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JUDUL : PENERAPAN ZAKAT PROFESI (STUDI KASUS PADA
BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada 1997 lalu, jumlah masyarakat
miskin di Indonesia semakin meningkat. Dalam hal ini, Islam seharusnya dapat
menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Untuk merealisasikannya, zakat profesi
dapat menjadi pilihan alternative penghimpun dana untuk pengentasan kemiskinan.
Disamping itu terdapat hadis yang disampaikan Rasulullah saw, yang artinya
“ambilah zakat dari golongan orang-orang kaya diantara kamu, untuk diberikan
kepada fakir miskin dilingkunganmu”. Hadis ini jelas menunjukkan fungsi zakat
untuk membantu fakir miskin dari kesulitannya. Penelitian tentang Penerapan Zakat
Profesi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan) merupakan
penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.
Ada dua permasalahan yang diangkat sebagai rumusan masalah dalam
penelitian ini yakni 1) Bagaimana pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat
(BAZ) provinsi Sulawesi Selatan, dan 2) Apa kendala atau hambatan zakat profesi
saat ini pada badan amil zakat provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui penerapan atau pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat
(BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa komponen yang
terlibat langsung dalam pelaksanaan zakat profesi di Badan Amal Zakat (BAZ)
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kepala Sekretariat BAZ Provinsi Sulawesi selatan
dan staf Dispenda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang
berisikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada responden/narasumber dan
dokumentasi, dengan instrument penelitiannya berupa pedoman wawancara. Teknik
analisis data berupa teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penggambaran dengan
kata-kata atau kalimat terhadap hasil penelitian dan kemudian disimpulkan.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan zakat profesi di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan lancar karena telah disosialisasi kepada
masyarakat berserta lembaga/institut yang dilakukan dengan metode yang bervariatif,
dan hasilnya sudah mulai meningkat. Hal ini dapat terlihat dari data para muzakki




Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan
dapat mendatangkan hasil sekaligus berfungsi sebagai asset yang sangat potensial
dalam rangka menunjang pembangunan nasional khususnya dibidang pengentasan
kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Zakat profesi ini dapat juga dikatakan zakat yang dikenakan pada tiap
pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun
yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan
(uang) yang memenuhi nisab (batasan minimum untuk bisa berzakat).
Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Ia
harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara konvensional,
orang yang kena wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki harta atau kekayaan
dalam jumlah tertentu. Atau bisa juga, orang yang memperoleh penghasilan
melampaui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian,
perkebunan, atau tambang.
Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, oleh karena itu
pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat
kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Dan sungguh sangat tidak adil dan tentu
saja bertentangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum
1
2dhuafa, bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan renda (petani, pedagang,
peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat, sementara ada
kelompok masyarakat muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi justru
“dibiarkan” tidak membayar zakat.
Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usaha-usaha
ekonomi di berbagai  sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan,
perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu
mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha
ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada
akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian
dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan
Islam di masa Rasullullah.
Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan.
Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan
kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan
mencapai nisab, maka orang tersebut   wajib membayar zakat. “zakat profesi
sebetulnya zakat penghasilan. Cuman namanya saja yang zakat profesi biar lebih
familiar. Hukumnya wajib,” kata guru besar bidang hadis ini.1 Pendapat serupa juga
diungkapkan anggota komisi Fatwa MUI, Hasanuddin. Menurutnya, secara esensi,
1 Noor Aflah. Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),
2009), h. 108.
3zakat profesi merupakan zakat penghasilan. Karena itu, zakat profesi memang
diwajibkan bagi muslim. Bahkan, MUI telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan
zakat penghasilan. Fatwa tersebut diterbitkan usai disahkannya UU zakat pada 1999
lalu. Kata Sekretaris MUI yang mendatangani fatwa zakat penghasilan ini Fatwanya
suda ada sejak lama sekitar tahun 2003.2
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat juga telah menetapkan adanya zakat profesi. Di dalam pasal 11 ayat 2
disebutkan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat, yakni zakat harta dan zakat fitrah.
Dengan disebutkannya secara jelas di dalam UU berarti secara hukum formal di
Indonesia, zakat profesi (atau didalam UU disebutkan zakat pendapatan dan jasa)
hukumnya wajib. Allah Swt berfirman berkaitan dengan perintah zakat sebagaimana





“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang
yang ruku”.3
Zakat ini perlu dikelola, karena pengelolaan yang profesional akan
meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan
zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan
2 Ibid., h.108.
3Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Semarang: Toha Putra, t. th) h. 16
4mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga dapat
meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Sulawesi Selatan yang mempunyai potensi PAD (pendapatan asli daerah)
yang cukup lumayan besar, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi sebagian
masyarakat yang hidup serba berkecukupan, untuk mengeluarkan zakat profesi
dimana 90% masyarakat daerah ini adalah penganut agama Islam. Zakat yang ada di
Makassar sebenarnya berpotensi dapat membantu keadaan masyarakatnya yang
masih jauh dari taraf hidup yang layak karena mengingat banyak masyarakat yang
sebenarnya wajib zakat.
Zakat adalah latihan rohani yang sangat baik, diwajibkan kepada umat Islam
untuk meningkatkan kehidupan umat manusia dari segi materi dan kejernihan rohani,
juga mengajar mereka untuk berbagi dengan sesamanya. Melalui zakat, Islam
memindahkan manusia yang egoisme kepada memikirkan kepentingan orang lain.
Berdasarkan pertimbangan uraian di atas, penulis kaitkan dengan kondisi serta
keadaan pelaksanaan zakat profesi sekarang ini. Pelaksanaan zakat sekarang ini dapat
dikatakan bagus dan berkoordinasi, terutama pelaksanaan zakat profesi yang bisa di
tunaikan setiap bulan atau setiap tahun pada saat penerimaan gaji yang suda mencapai
nisab. Namun zakat profesi masih perlu mendapat perhatian yang serius, terutama
mereka yang mempunyai kewajiban menunaikan zakat tersebut.
5B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi
Sulawesi Selatan?
2. Apa kendala atau hambatan zakat profesi saat ini pada badan amil zakat provinsi
Sulawesi Selatan?
C. Definisi Operasional
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang
sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul
skripsi ini.
Penerapan berasal dari kata dasar terap yang memiliki arti menerapkan,
melaksanakan atau melakukan.
Zakat adalah memberi sesuatu bagian dari harta yang suda sampai nishab
kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan
syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya. 4
Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat adalah harta yang wajib
disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai
4 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, Pedoman Zakat (Semarang . PT. Pustaka Rizki
Putra 1999). h. 5.
6dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.5
Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau
pendidikan tertentu.6 Sedangkan arti zakat profesi secara keseluruhan adalah zakat
yang di keluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang)
yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu, atau zakat
yang di keluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris,
ulama/da’i, karyawan,guru dan lain-lain.7
BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk
oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama.8
Berdasarkan beberapa pengertian judul diatas, maka penulis menarik
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus
pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan) Adalah suatu studi tentang
bagaimana cara pelaksanaan zakat profesi sesuai dengan syariat Islam di Badan Amil
Zakat ( BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.
5Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Perundang-Undangang Tentang
Pengelolaan Zakat (Makassar: 2007). h. 3.
6 Susilo Riwayadi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Sinar Terang), h.347.
7 Sjechul Hadi Permono, Sumber-Sumber penggalian Zakat (Jakarta : pustaka Firdaus,
1992), h. 140.
8 Djazuli & Yudi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Jakarta. PT. Raja
Grafindo Persada 2002). h. 39.
7D. Kajian Pustaka
Pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang penerapan zakat profesi pada
badan amil zakat provinsi sul-sel dan banyak referensi yang berkaitan dengan
penelitian tersebut tetapi penulis mengemukakan beberapa referensi sebagai berikut.
Departemen Agama RI, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang
pengelolaan zakat yang baik dikelolah oleh pemerintah setempat, tentang pengelolaan
zakat. Bima Islam dan Urusan Haji, tahun 1999.
Ma’ruf Amin, dalam bukunya. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Buku ini berisi tentang farwa-fatwa MUI, salah satu fatwa MUI tersebut adalah
tentang zakat profesi, seperti gaji, honorarium, upah jasa, dokter, pengacara dan
sejenisnya yang diperoleh dengan cara halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan
ketentuan penghasilan yang halal dan mencapai nisab senilai 85 gram emas murni.
Quraish Shihab, dalam bukunya. Tafsir al-Misbah. Buku ini menerangkan
perintah wajib zakat, yang meliputi semua hasil usaha, wajib dizakati, termasuk gaji
yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan dalam konteks zakat.
Wahbah Al-Zuhaily, dalam bukunya. Zakat Kajian Berbagai Mashab. Inti
pembahasannya adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat
puluh berdasarkan nash-nash yang mewajibkan zakat pada uang, baik pada
kepemilikinya telah berlangsung selama setahun penuh ataupun belum mencapai
setahun.
8Nashruddin Baidan, dalam bukunya. Tafsir Al-maudhui. Menyatakan bahwa
jenis-jenis profesi yang  wajib dikeluarkan zakatnya seperti pengacara, notaries,
dokter, konsultan, pegawai, dan badan-badan usaha misalnya CV, PT, koperasi, serta
cara-cara perhitungan zakat profesi.
Muhammad Bagir Al Bahsyi, dalam bukunya. Fiqih Praktis I. Menjelaskan
tentang berbagai macam profesi yang wajib di zakati apabila jumlah bersihnya selama
setahun merupakan nisab.
Abdurrahman, dalam bukunya. Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan sosial.
Inti pembahasannya yaitu dasar hukum zakat profesi, dan harta kekayaan apapun
bentuknya yang diperoleh secara halal wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai
nisab.
Nina M, ed, dalam bukunya. Ensiklopedia Islam. Dalam Ensiklopedia Islam
tersebut dinyatakan bahwa zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat mal atau al-
mal al-mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk
usaha baru yang sesuai dengan syari’ah agama. Profesi yang dimaksud antara lain
dokter, insinyur dan pengacara wajib dikenakan zakat.
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Dalam
bukunya beliau berpendapat bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib
diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu,
dengan syarat-syarat tertentu pula. Harta yang dikeluarkan itu, akan membersihkan
semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhan.
9Dari beberapa referensi tersebut diatas semuanya membahas tentang zakat dan
penulis memandang bahwa teori dari buku tersebut merupakan penunjang serta
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penelitian ini.
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam
penelitian ini adalah
a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi pada badan amil zakat provinsi
Sulawesi Selatan.
b. Untuk mengetahui tantangan atau hambatan saat ini pada badan amil zakat
provinsi Sulawesi Selatan.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah:
a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjanan (S1) di Universitas
Islam Negeri Alaudddin Makassar.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang
zakat profesi.
c. Sebagai bahan acuan dan motivasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam
mengamalkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu zakat.
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F. Garis-Garis Besar Isi
Skripsi ini terdiri dari lima Bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis-
garis besar isi skripsi.
Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi di Bab I adalah Pendahuluan
diawali dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang
berhubungan dengan skripsi ini, diikuti dengan permasalah yang berkaitan dengan
judul pembahsan, dan pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul. Dalam bab ini
pula diuraikan tujuan dan manfaat penelitian, serta garis-garis isi skripsi.
Selanjutnya pada bab II menguraikan kajian pustaka yang meliputi pengertian
zakat dan zakat profesi, amil (pengelola) zakat, ruang lingkup kategori asset wajib
zakat profesi, hikmah dan fungsi zakat profesi, organisasi pengelolaan zakat di
indonesia, nizab, waktu dan kadar zakat profesi, cara perhitungan zakat profesi,
tujuan dan manfaat zakat profesi.
Pada Bab III penulis menguraikan metode yang digunakan dalam skripsi ini,
meliputi jenis penelitian, instrument penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik
analisis data.
Pada Bab IV, memuat analisa dan hasil penelitian yang berdasarkan pada
permasalahan yang telah diangkat sebelumnya dan analisa dari berbagai buku dalam
bentuk library research dan field research.
Pada Bab V, memuat penutup dari seluruh rangkaian isi tulisan yang akan






A. Pengertian Zakat dan Zakat profesi
1. Menurut Etimologi (Bahasa)
Kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-
namaa’ pertumbuhan dan perkembangan’, ath-thahara’ kesucian dan ash-shalat
‘keberesan’,1
Drs Nasruddin Razak, kata zakat berasal dari kata tazkiyah yang artinya
mensucikan, sebab itu menuaikan zakat berarti mensucikan harta benda dan diri
pribadi.2
Sayyid Sabiq, kata zakat itu arti aslinya tumbuh, suci dan berkah.3 Sedangkan
dalam kamus besar bahasa Indonesia kata zakat juga berarti jumlah harta tertentu
yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, dan diberikan kepada golongan yang
berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya), menurut yang telah ditetapkan
oleh syara (termasuk hukum Islam yang ketiga).4
Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam
Bandung /UNISBA (1991) merinci pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa
sebagai berikut.
1 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (cet. I: Yokyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008). h. 23.
2 Nasruddin Razak, Dienul Islam (cet. X: Bandung: Al-Maarif, 1989), h. 186.
3 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh mahyuddin Syaf dengan Judul Fiqih
Sunnah Jilid 3 (cet. I: Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 5.
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia (cet. II; Jakarta: Balai




a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang di kenai zakat adalah benda
yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan
diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut
sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta
menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan
sipenerimanya (mustahik).
b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang
baik mutuhnya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutuhnya akan lebih
meningkat, serta akan lebih meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya.
c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang
mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan
membawah berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut
telah dibayarkan zakatnya.
d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha
yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika dizakati,
ia akan mensucikan mental muzakki dari ahlak jelek, tingkah laku yang tidak
senonoh dan dosa; juga bagi mustahik-nya.
e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari
kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok
mustahiknya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi
muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi
justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
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Berdasarkan pengertian diatas maka zakat mempunyai fungsi pokok sebagai
berikut:
1. Membersihkan jiwa muzakki.
2. Membersihkan harta muzakki.
3. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat   mempunyai misi meratakan
kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh
berperanserta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung
ke sektor ekonomi lemah.
4. Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam
pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Menurut Terminologi (Istilah)
Kata zakat terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam
mendefinisikan menurut istilah antara lain :
Sayyid Sabiq mendefinisikan Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak
Allah ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir  miskin. Dinamakan zakat
karena di dalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa
dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.5
5 Sayyid Sabiq, Op.Cit , h. 5.
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Senada dengan hal pengertian zakat menurut syara yang telah dirumuskan
oleh fuqaha antara lain adalah sebagai berikut :
a.  Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut
sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.6
b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada
saudaranya yang fakir  miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi
penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.7
c. Mengeluarkan sebahagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir, dan
dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan
diperoleh bagi mereka yang mengeluarkannya.
Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Allah SWT,  menegaskan dalam
surah at-Taubah (9): 103 yang berbunyi :
   
  





“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”8
h. 229.
6 Direktoral Jendral Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid I (Jakarta Pusat: 1983).
8 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 204.
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Selanjutnya menurut syaikh Mahmud Syaltut  mengemukakan pengertian
zakat sebagai berikut :
Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Islam menuntut
supaya orang yang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan
hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi
orang yang mampu dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan
kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.9
Sedangkan H. Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqih Islam beliau
mengemukakan bahwa :
Zakat menurut agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan
kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat hukumnya fardhu ain atas
tiap-tiap orang yang cukup syarat-syarat zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua
hijriah.10
Adapun pengertian zakat menurut Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 pasal 1
ayat (2) yaitu :
Zakat adalah harta wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang
dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang
yang berhak menerimanya.11
Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan
sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensucikan diri dari harta yang
9 Syaikh Mahmud Syaltut, Aqidah dan Syariah Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). h. 94.
10 H. Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (cet. VII; Jakarta: At-Tahiriyah, 1980). h. 189.
11 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 7.
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dimilikinya. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah yang mempunyai dampak
social yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain ia merupakan
kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat
dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur
sebagai khalifah Allah di bumi.
Profesi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang
dilandasi pendidikan keahlian. Jika dua kata ini di gabung menjadi istilah zakat
profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari
pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Sebutan lain yang sama maksudnya dengan
zakat profesi diantaranya zakat hasil usaha.  Dalam bahasa arab dipakai beberapa
istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, kasb al amal, al mihn al hurrah yang
tergolong al-maal al-mustafad. Al-maal al-mustafad didefinisikan “usaha yang
diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang
dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti
upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.
Dari pengertian ini, dapat di simpulkan bahwa al-maal al-mustafad merupakan
hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka, terhadap harta ini
terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.
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Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila
telah mencapai nishab. Profesi tersebut ada dua macam:
1. Profesi yang dihasilkan sendiri seperti dokter, insinyur, artis, penjahit dan lain
sebagainya.
2. Profesi yang dihasilkan dengan berkaitan pada orang lain dengan memperoleh gaji
seperti pegawai negeri atau swasta, pekerja perusahaan dan lain sebagainya.
Zakat Profesi adalah istilah zakat yang baru pada abad sekarang. Menurut
kaidah pencetus zakat profesi bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain
dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul (berputar selama setahun),
bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu nishab dan haul. Mereka
menganalogikan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat
setelah panen. Disamping mereka menganalogikan dengan akal bahwa kenapa hanya
petani-petani yang dikeluarkan zakatnya sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan
yang gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab, tidak diambil
zakatnya.
Pendapatan profesi diperoleh dari hasil kerja otak dan keringat yang dilakukan
oleh setiap orang. Dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama
lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang
mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-
duanya. Dari uraian tersebut dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk
dalam kategori zakat profesi seperti;
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1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta.
Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasannya bersifat aktif atau
dengan kata lain relatif pemasukan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima
secara periodik.
2. Pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan, keterampilan dan
kejuruan tertentu, dimana Si pekerja mengandalkan kemampuan pribadinya,
seperti: pengacara, dokter, tukang cukur artis, perancang busana presenter dan
sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya
bersifat, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode
tertentu.
B. Amil (Pengelola) Zakat
Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan
dengan mengumpulkan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta
zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih
oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh mesyarakat Islam untuk
memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat,
menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan
mereka yang mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta
menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
rekomendasi pertama seminar masalah zakat kontemporer ketiga (3) yang disponsori
oleh lembaga zakat Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat
yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang
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berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu
petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi, syarat yang
ditetapkan.
Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat
pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang
harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh para ulama fiqih, antara lain, laki-laki,
jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan
kepada orang yang yang memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi,
penyimpanan dan perawatan asset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-
lain.
Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang
diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak
melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka tidak bukan orang fakir dengan
penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari
seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat
pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil
dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq
lain.
Para amil tidak diperkenangkan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik
dalam bentuk uang atau pun barang. Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu
badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari
kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil
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sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung
dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan
peningkatan jumlah zakat.
Instansi yang mengangkat dan  mengeluarkan izin beroperasi suatu badan
zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunnah Rasulullah
Saw dalam melakukan tugas control terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat
harus jujur dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat
cerobohan dan kelalaiannya.
Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum,
seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka
begitu juga terhadap para mustahiq, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam
menciptakan solidaritas social serta  menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada
para mustahiq.
C. Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1, yang
dimaksud dengan:
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,




Lebih lanjut dikemukakan tujuan pengelolaan zakat pada pasal 5 yaitu sebagai
berikut:
1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan
tuntutan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
Dari tujuan yang dikemukakan di atas, organisasi pengelolaan zakat di
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 6 adalah:
1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh
Pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
b. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen
agama propinsi;
c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala
kantor departemen agama kabupaten atau kota;
d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat
koordinatif, konsultatif, dan informatif.




5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan
unsur pelaksana.
Adapun organisasi lembaga pengelola Zakat di Indonesia dimana diatur dalam
undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab II pasal 6
dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari
dua macam yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan
Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh
masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah. Dalam buku petunjuk tekhnis
pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh institute manajemen Zakat (2001)
dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat
sebagai berikut :
1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan
Badan Pelaksana.
b. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua,
sekretaris dan anggota.
c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua,
sekretaris dan anggota.




e. Anggota Amil Zakat terdiri atas unsure masyarakat dan unsur pemerintah.
Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat,
tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.
2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
a) Dewan Pertimbangan
1) Fungsi
Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan
pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat,
meliputi aspek syari’ah dan aspek manajerial.
2) Tugas Pokok
a) Memberikan garis-garis kebijakan umum badan Amil Zakat.
b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
c) Mengeluarkan fatwa syari’ah baik diminta maupun tidak berkaitan
dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan
Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan
Pelaksana dan Komisi Pengawas.





Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang
dilaksanakan Badan Pelaksana.
b) Tugas Pokok
(1)Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
(2)Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan Dewan
Pertimbangan.
(3)Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana,
yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.






(2)Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja
yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
(3)Menyusun laporan tahunan.
(4)Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
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(5)Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil
Zakat kedalam maupun luar.
Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan
sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan
berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media seperti khutbah jum’at, majelis
ta’lim, surat kabar radio, internet maupun televis. Dengan sosialisasi yang baik dan
optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat
melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara
lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikma dan fungsinya, harta benda yang wajib
dikeluarkan zakatnya, cara menghitung yang mudah, serta cara penyalurannya.
D. Hikmah dan Fungsi Zakat
Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban
zakat merupakan bukti integralitas Syariah Islam. Artinya, Islam datang membawah
sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna, tidak hanya
memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawah misi sosial yang apik.
Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendikiawan muslim
kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi
solidaritas sosial (al-takaful al-ajtim’iy) yang nyata.12
12 Akhmad mujahidin, Ekonomi Islam (Ed. I-I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). h. 64.
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Hikmah zakat antara lain:
1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang
miskin.
2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang
berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
6. Untuk pengembangan potensi ummat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
Ada 2 fungsi utama yang mengindikasikan zakat ini :
1. Zakat sebagai asuransi sosial (al-ta’min al-ijtima’iy) dalam masyarakat muslim.
Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalahnya, orang yang
wajib membayar zakat pada  masa tertentu karena memiliki kekayaan yang
banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima
zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat yang berfungsi sebagai jaminan sosial (al-dhaman al-ijtima’iy), karena
memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan
mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban
membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.
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Dalam hikmah Al-Tasyii’wa Falsafatuhu, syaikh Ali Al-Jurjawi menyebutkan
banyak hal yang menjadi landasan aksiologis dari kewajiban zakat. Diantaranya;
zakat merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang  menitipkan harta sebagai
benteng dari perilaku kikir, sebagai pemunuhan rasa keadilan dan lain sebagainya.
Perlu ditekankan, bahwa zakat bukanlah satu-satunya kewajiban yang harus di
tunaikan oleh seorang muslim dalam hartanya. Syaikh Muhammad Al-Ghazali
menyatakan bahwa kadar yang diwajibkan dalam zakat hanyalah standar minimum
yang mesti dibayarkan sesorang. Karena itu, tidak benar pendapat sebagian orang
yang menyatakan , bahwa mengeluarkan sebagian di luar kewajiban zakat hanya
bersikap sunnah (tathawwu) belaka. Sedekah menyantuni anak yatim umpamanya,
juga merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki harta dalam ukuran tertentu.
Bahkan, memuliakan tamu pun merupakan suatu kawajiban. Syaikh Al-Ghazali
menukil sebuah hadis yang menyatakan, bahwa bila seorang datang dari perjalanan
jauh tidak mendapat pelayanan yang wajar dari tuan rumah, maka ia berhak
mengambil harta pemilik rumah tersebut sewajarnya walau tanpa izin.
Inilah yang menjadi rahasia mengapa di dalam alquran, zakat sering diwakili
oleh kata Al-shadakah, haqqum ma’lum, dan lain sebagainya. Karena memang makna
yang terkandung di dalamnya bukan hanya mengacu pada kewajiban zakat belaka,
tetapi juga kewajiban lain seperti yang disebutkan sebelumnya. Ibn Hazm terang–
terang menyatakan baahwa hukum mensedekahkan harta dalam bentuk zakat atau
bukan merupakan kewajiban berdasarkan ayat-ayat yang ada. Menurut beliau, dalam
harta orang-orang kaya terdapat hak orang miskin hingga mereka tercukupi
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kebutuhan harta mereka, pakaian untuk musim dingin, dan tempat tinggal yang
melindungi mereka di musim hujan.
E. Nisab, Kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi
a. Nisab
Nisab penghasilan pegawai dan usaha jasa kita kembalikan kepada mal
mustafad maka para sahabat dan ulama fiqih mengatakan bahwa: wajib menzakati
mal mustafad pada waktu menerimanya apabila mencapai satu nisab, maka berarti
pegawai, buruh yang gajinya perbulan sudah mencapai seharga 85 gram emas baru
diwajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak diwajibkan
menzakati gajinya. Kalau demikian maka diindonesia tidak ada seorang pegawai pun
yang kena kewajiban zakat.
b. Kadar
Kadar zakat menurut BAZIZ adalah dua setengah persen setiap mendapatkan,
jadi kalau pegawai negeri dan buruh tetap adalah dipungut sebulan sekali pada waktu
keluar penerimaan gaji. Kadar zakatnya menurut al- Qardawi juga dua setengah
persen. Alasannya adalah sebagai berikut:
1. Tercakup dalam pengertian keumuman pengertian zakat mata uang.
2. Gaji, upah, honor, yuang jasa itu diperbolehkan melalui pengorbvanan tenaga dana




3. Mengikuti amalan ibnu mas’ud dan Mu’awiyah dan Umar Bin Abdul-Aziz dalam
memotong gaji para angkatan bersenjata dan para pegawai dimasukkan kedalam
diawanul ‘ata’.
4. Kata A-Qardawi menurut ilmu pajak, sumber pajak itu ada tiga macam; modal,
tenaga dan campuran modal dan tenaga. Pungutan pajak dari modal lebih beasar
daripada ayang lain. Pungutan pajak dari campuran modal dan tanaga lebih besar
daripada pungutan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tanaga adalah yang
paling ringan. Oleh karena itu zakat dari tenaga lebih baik dikiaskan kepada
pemotongan gaji angkatan bersenjata dan para pegawai yang dilakukan oleh Ibnu
Mas’ud, Mu’awiayah dan Ibnu Abdul-Aziz daripada dikiaskan kepada hasil
pertanian.
c. Waktu Pembayarnya
Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena diqiyaskan kepada
zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil.
d. Besarnya yang harus dikeluarkan
Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda
dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan `naqdain` (emas dan perak). Oleh
sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan




F. Cara Perhitungan Zakat Profesi
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh
setelah mencapai nishab. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat profesi.
Penghitungan zakat gaji mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Penetapan pemasukan gaji dalam satu tahun.
2. Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang dibayar selama satu haul
(tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya merupakan
harta yang wajib dizakati.
3. Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gr emas 24 karat.
4. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika
menggunakan kalender Masehi.
5. Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisa
simpanan pada akhir haul, jika  mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan
zakatnya sebesar 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul.
Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan
atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah penghitungan zakat gaji secara
keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang telah
dikeluarkan dengan jumlah yang harus ia tunaikan pada penghitungan akhir haul.
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G. Dasar Hukum Kewajiban Zakat Profesi
Pertama : Ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan semua
jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu:
1. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil
usahamu, yang baik-baik....” (Q.S. Al-Baqarah : 267)
2. Dan pada harta-harta  mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapatkan bagian” (Q.S. Adz-Dzaariyat:19).
3. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan mensucikan mereka....” (Q.S. At-Taubah : 103).
Kedua : Dari As-sunnah, antara lain adalah pembenaran Rasulullah SAW
terhadap pencicilan.
1. Zakat hasil/upah menyiram kebun korma dalam kasus : Ali bin Abi Tholib,
bekerja sebagai tukang siram kebun korma dan kasus Ibnu Abbas yang
menyewakan kebun korma untuk dikelola orang lain. Hal ini dapat dipahami dari
hadits, bahwa Imam Ahmad, Abu Daud, At-Turmuzi, Ibnu Majah, Hakim,
Daruquthny dan Baihaqi, meriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib dan Ibnu Abbas
yang datang bertanya kepada Nabi SAW, tentang pembayaran zakat sebelum tiba.
2. Haul (tahun), lalu Rasulullah SAW membenarkan yang demikian (Kitab
Subulussalam. Atas dasar ayat dan hadits tersebut diatas telah mendorong Ibnu
Mas’ud, Mu’awiyah bin Abu Sufyan, dan Umar Bin Abdul Aziz, telah memungut
zakat, dari honor tertera, gaji hakim dan imbalan jasa petugas Madhalim (semacam
advokat) dan lain-lain. Abu Jakfar berkata : saya mendengar Khalifah Maimun dan
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Ibnu Yazid berdiskusi tentang zakat, lalu Ibnu Yazid berkata : Umar bin Abdul
Aziz, memungut zakat dari imbalan jasa petugasnya pada waktu imbalan itu
diberikan dari harta Mazhalim pada waktu Muktamar Internasional pertama di
Kuwait tanggal 30 April 1984, tentang zakat, dimana telah sepakat tentang
wajibnya Zakat profesi, harta itu dikembalikan. Dasar perhitungan nishabnya ialah
nisab naqdun.
Ketiga : Keputusan Musyawarah Ulama, antara lain sebagai berikut :.
a. Musyawarah Majlis Ulama Indonesia (MUI) Aceh tahun 1978, berkesimpulan :
”Jasa diwajibkan zakat berdasarkan umum, ayat 267 surah Al-Baqarah.
b. Musyawarah Majlis Ulama Indonesia (MUI) DKI   Jakarta, tahun 1982,
berkesimpulan : Gaji/Honor dan pendapatan lainnya yang sifatnya tetap, apabila






Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yang merupakan suatu bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan
manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan,
hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena
lainnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang
berusaha menangkap gejala secara holistik kontektual melalui pengumpulan data dari
subyek yang diteliti sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti
sendiri, yaitu peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis,
penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
Sugiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa metode kuantitatif dan
kualitatif dapat digunakan bersamaan dengan catatan bahwa metode penelitian tidak
dapat digabungkan karena paradigmanya berbeda. Tetapi dalam penelitian kualitatif
dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data (bukan metodenya).
Dalam penelitian kualitatif misalnya, teknik pengumpulan data yang utama misalnya
menggunakan daftar wawancara tertulis kepada informan, data yang diperoleh adalah
data kualitatif. Selanjutnya untuk memperkuat dan mengecek validitas data hasil




informan yang telah memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan penulis, atau
orang lain yang memahami terhadap masalah yang diteliti. Sehingga dengan adanya
data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada pihak badan Amil Zakat (BAZ)
Provinsi Sulawesi-Selatan yang berwenang memberikan informasi sehingga penulis
dapat menyusun suatu proporsi.
B. Metode Pendekatan
Pendekatan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Pendekatan syariat yaitu dalam membahas skripsi ini penulis mempergunakan Al-
Qur’an dan Hadits Nabi SAW sebagai rujukan utama.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan memahami keadaan atau kondisi
yang ada dalam masyarakat khususnya di wilayah penelitian.
C. Sumber Data Penelitian
Penelitian adalah penelitian pengamatan yang bertumpu pada  sumber data
berdasarkan situasi yang terjadi atau sosial situation. Sumber data penelitian yang
penerapannya dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Tetapi dalam penelitian ini,
sebatas pada  sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai sumber data
penelitian ini. peneliti ini tidak menggunakan populasi dan sampel, karena populasi
dan sampel digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif sedangkan penelitian




Jadi yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala
Sekretariat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dan para Muzakkinya serta
dokumen-dokumen/arsip.
Adapun Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:
1. Data primer, dalam penelitian lapangan, data primer merupakan data utama yang
diambil langsung dari informan/responden yang dalam hal ini adalah Kepala
Sekretariat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Data ini berupa hasil
interview (wawancara).
2. Data sekunder, pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada
serta hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara tidak langsung. Data ini
berupa dokumentasi penting menyangkut data-data perhitungan zakat profesi.
D. Instrumen penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang amat penting dan strategis
kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian, karena data yang diperlukan
untuk menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh melalui instrumen. Berikut ini
instrumen yang peneliti gunakan, yaitu:
1. In terview atau wawancara, yaitu pengumpulan data melalui dialog secara langsung
dengan objek (informan/responden) yang dapat memberikan data-data yang
dibutuhkan. Serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memang diperlukan untuk
melengkapi data-data yang sudah ada.
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2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil sejumlah data yang berkenaan atau
berhubungan dengan masalah penelitian ini. Penerapan teknik dokumentasi dalam arti
luas hanya mengumpulkan arsip dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai
bahan penyempurnaan penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Sudah dimaklumi bahwa penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang
sistematis, terarah, dan bertujuan, maka pengumpulan data penelitian adalah sangat
penting guna  menjelaskan fenomena yang sedang diteliti atau menggambarkan
variabel-variabel yang diteliti. Informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan
persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan, mengenai, dan tepat.
Disinilah letak arti penting dari pada alat pengumpulan data atau yang disebut dengan
instrumen penelitian. Metode yang digunakan pada teknik pengumpulan data ini
adalah sebagai berikut:
1. Riset Kepustakaan
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku literature
dan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas
dalam skripsi ini.
2. Riset Lapangan
Penelitian lapangan (Field research), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
terjun langsung kelapangan (lokasi) penelitian, dimana penulis langsung
melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti.
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Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian ini
digunakan dua instrumen pokok yaitu daftar wawacara tertulis. Beberapa dokumen
yang berhubungan dengan penelitian ini juga diteliti pada saat pengumpulan data
dilakukan. Di samping itu, juga dilakukan wawancara lansung dengan pihak yang
bersangkutan.
1. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang
bertujuan memperoleh data yang mendalam dalam komunikasi tersebut yang
dilakukan secara berhadapan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk
menunjang data yang dikumpulkan lewat naska-naska. Wawancara ini terutama
ditujukan kepada bapak Rasmudin dan lima (5) orang pengawai Dispenda sebagai
nara sumber penelitian ini.
2. Dokumentasi, dalam dokumentasi yang diteliti adalah dokumen, yang dalam
konsep umum terbatas hanya pada bahan-bahan tertulis saja dalam berbagai
kegiatan. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan
naskah-naskah asli atau informasi-informasi tertulis yang dipergunakan sebagai
alat pembuktian atau bahan untuk mendukung suatu keterangan atau argumen.
Naskah-naskah atau informasi tertulis (dokumen) yang diteliti pada penelitian ini
adalah naskah-naskah yang berkaitan dengan variabel yang ada.
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F. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik deskriptif.
Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis non
statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang bertolak dari
problem atau pernyataan maupun tema spesifik yang dijadikan fakus penelitian.
Panulis menempuh tiga cara dalam mengolah data penelitian ini:
1. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan,
mengabstraksi dan mengubah data kasar yang muncul dari catata-catatan lapangan.
Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data ulang sesuai dengan
permasalahan penelitian.
2. Sajian data atau display data adalah suatu cara merangkai data dalam suatu
organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang
diusulkan. Sajian data pada peneltian ini adalah memilih data yang disesuaikan
dengan kebutuhan penelitian.
3. Verifikasi atau penyimpulan data yaitu penjelasan tentang makna data dalam suatu
konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya, sehingga dapat
diajukan proposisi yang terkait dengannya.  Dalam penelitian ini dipakai untuk
penentuan hasil akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga
keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan
masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam




A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah terbentuk/berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi
Sulawesi Selatan.
Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat islam memiliki potensi
zakat (mal, fitrah, pertanian, dan lain-lain) yang sangat besar. Namun, potensi ini
belum dimanfaatkan karena dikelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan
pengelolanya, namun belum maksimal dan transparan. Akibatnya, terjadi krisis
kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, sehingga masyarakat masih
mendistribusikan zakat mereka sendiri.
Melihat kondisi demikian, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang
(UU) No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan secara operasional
dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 dan
Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.
Pemerintah daerah Sulawesi Selatan menindaklanjuti keputusan tersebut
dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 420/VI/2001
tanggal 25 Juni 2001 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)




pada tanggan 29 Januari 2007 bertepatan dengan 10 Muharam, Bapak Gubernur
Sulawesi Selatan mencanangkan Hari Sadar Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf.
Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh
pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di
bidang da’wah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat Islam. Unit pengumpulan
zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani
musakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta,
baik dalam negeri maupun luar negeri.
Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan pemerintah di daerah provinsi
oleh Gubernur atas usul Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi atas
permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Berbadan hukum.
2. Memiliki data musakki dan mustahiq.
3. Memiliki program kerja.
4. Memiliki pembukuan.
5. Melampirkan surat persyaratan bersediah diaudit.
Pengukuhan dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian




Badan Amil zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan mulai menjalankan fungsi
dan tugasnya pada tahun 2001. Sekretariat Badan Amil zakat (BAZ) Provinsi
Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Mesjid Raya No. 55 Makassar, terdiri atas
satu bagunan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kantor, sekolah, dan rumah
bersalin.
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan
Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan sejak terbentuknya
memiliki visi dan misi sebagai berikut:
1. Visi, yaitu mengentaskan kemiskinandan memberdayakan kaum dhu’afa.
2. Misi, yang terdiri atas:
a. Mengembangkan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, dan lain-lain
secara profesional atas dasar STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah).
b. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
c. Mengubah kondisi mustahik menjadi muzakki.
3. Susunan struktur organisasi BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi Sulawesi
Selatan
Susunan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendikia, tokoh
masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Badan Amil Zakat daerah
Sulawesi Selatan berkedudukan di Makassar.
Badan Amil Zakat daerah provinsi Sulawesi-Selatan terdiri atas dewan
pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Badan pelaksana terdiri atas
seorang ketua,beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang
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pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang
pengembangan. Dewan pertimbangan terdiri atas ketua, seorang wakil ketua, seorang
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan banyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat di semua
tingkatan membentuk unit pengumpul zakat.
4. Tugas, Wewenang danTanggung Jawab
Badan Pelaksana Amil Zakat daerah provinsi Sulawesi Selatan bertugas
sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana
pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang mengelolaan, pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi,
dan edukasi pengelolaan zakat.
Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat daerah Provinsi Sulawesi-Selatan
bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun
tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. Komisi pengawas Badan Amil Zakat
daerah provinsi Sulawesi-Selatan bertugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian,
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
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Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua tingkatan bertindak dan
bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar
dan memiliki masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga)
tahun. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil zakat di semua
tingkatan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan
masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar badan
amil zakat di semua tingkatan. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
badan amil zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya dan bawahan wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.
Kepala divisit/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan laporan
kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-
laporan berkala badan amil zakat. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan
amil zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.
5. Lingkup kewenangan pengumpulan dan pendayagunaan zakat
Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan
amil Zakat Nasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecematan secara
langsung atau melalui rekening pada Bank. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat
termasuk harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
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Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan
berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir,
miskin , amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnussabil.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar
secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif
ditetapkan sebagai berikut :
1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat pelaporan.
B. Penerapan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi
Selatan
Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang penerapan zakat
profesi pada badan amil zakat provinsi Sulawesi selatan yang diperoleh langsung dari
lokasi penelitian melalui dokumentasi dan wawancara.
Pada bagian ini disajikan pertanyaan dan hasil wawancara yang telah
dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu Bapak Rasmudin sebagai kepala
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Sekretariat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penerapan Zakat
Profesi pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.1 dan beberapa Musakki
pada Badan Dispenda tentang penghasilan yang diperoleh dan kemudian
dikeluarkan zakatnya.
1. Pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi
Selatan
Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa
berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah menanamkan
budi kepada si miskin. Tetapi zakat merupakan suatu hak yang dititipkan Allah ke
dalam tangan si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya.
Seperti halnya dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103:
   
  





“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
Jika kita melihat sejarah perkembangan zakat di Indonesia, kita dapat melihat
masyarakat muslim Indonesia menunaikan zakatnya secara individu dan tradisional.
Mereka menyalurkan secara langsung kepada mustahik, kyai, ajengan, masjid dan
1 Rasmudin (Ketua Sekretariat), Wawancara, Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi
Sulawesi-Selatan (10.20), 13 Juni 2011
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pesantren. Kemudian keluar SKB Menteri Agama dan Mendagri yang mengatur
mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Maka berdasarkan SK Gubernur DKI pada
1968, untuk pertama kalinya berdiri BAZIS DKI. Setelah itu, menyusul pendirian
BAZIS di berbagai provinsi lainnya. Mulailah, masyarakat melalui berbagai
organisasi keagamaan ikut terlibat mengelola zakat secara terorganisasi.
Perkembangan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah lahirnya
Undang-Undang Zakat No. 38 tahun 1999, sehingga zakat sudah di urus oleh badan
maupun lembaga amil zakat yang amanah dan professional, dengan menggunakan
sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini,
telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan
meminimalisir kemiskinan dan penderitaan yang banyak diderita masyarakat.
Pelaksanaan zakat profesi diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki
penghasilan. Bila profesional yang menggeluti suatu bidang kerja (profesi)
memperoleh penghasilan dan mencapai tingkat surplus tertentu, maka ia wajib
membayar zakat profesi.
Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan
perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi
terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat
dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun
bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara
hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan
harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.
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Kewajiban membayar zakat profesi bagi muslim cukup beralasan. Sebabnya,
Islam saja mewajibkan zakat bagi para petani bila mencapai nisab meski saat ini
sering kali harga jual hasil pertanian mereka tidak bagus dan pendapatan mereka dari
penjualan hasil pertanian lebih rendah dibandingkan para profesional yang memiliki
penghasilan dengan gaji bulanan mencapai puluhan juta. Jadi sangat tidak adil jika
para petani diwajibkan membayar zakat sedangkan para profesional tidak diwajibkan.
Selain itu, sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 lalu,
jumlah masyarakat miskin di Indonesia meningkat. Dalam hal ini, Islam seharusnya
dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Untuk merealisasikannya, maka
zakat profesi dan menjadi pilihan alternatif penghimpun dana untuk mengentaskan
kemiskinan. Senada dengan hal itu, Rasulullah saw menyampaikan dalam sebuah
hadis yang artinya, “ambilah zakat dari golongan orang-orang kaya diantara kamu
untuk diberikan kepada fakir miskin di lingkunganmu”. Hadis ini jelas menunjukkan
fungsi zakat untuk membantu mengentaskan fakir miskin dari kesulitannya.
Sementara itu, Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat juga telah menetapkan adanya zakat profesi. Di dalam pasal 11 ayat 2
disebutkan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat, yakni zakat harta dan zakat fitrah.
Zakat harta terdiri dari, a) perak, emas dan uang, b) perdagangan dan perusahaan, c)
hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, d) hasil pertambangan, e) hasil
pertenakan, f) hasil pendapatan dan jasa, g) rikaz. Dengan disebutkannya secara jelas
di dalam undang-undang (UU) ini berarti secara hokum formal di Indonesia, zakat
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profesi (atau di dalam undang-undang disebutkan zakat pendapatan dan jasa)
hukumnya wajib.
Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rasmudin sebagai Kepala
Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 13
Juni 2011 yang bertempat di Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Sulawesi Selatan,
beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat profesi di wilayah Sulawesi Selatan di
mulai pada tahun 2001. Hal ini sesuai dengan hasil perundingan dengan para ulama
dan ustadz yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang. Pelaksanaan zakat profesi
yang pertama kali di wilayah Sulawesi Selatan ini berhasil menghimpun muzakki
sebanyak 15 orang.
Tabel I
Data Nama Muzakki Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001
No Nama Muzakki
Penghasilan per
tahun (Rp.) Zakat profesi
1. H. Z. B. Palaguna Rp. 400.000.000 Rp. 10.000.000
2. Prof. Dr. H. Halide Rp. 220.400.000 Rp. 5.510.000
3. Drs. H. Muhammad Ahmad Rp. 12.000.000 Rp. 300.000
4. Alimar Halide Rp. 30.320.000 Rp. 758.000
5. dr. H. Hasanuddin Ishak, MSc. Ph.D Rp. 24.000.000 Rp. 600.000
6. dr. Hijana Anwar Rp. 10.000.000 Rp. 250.000
7. dr. AK. Palili Rp. 102.000.000 Rp. 2.550.000
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8. Dra. Asly Rp. 7.200.000 Rp. 180.000
9. dr. Fanny Iskandar Rp. 8.000.000 Rp. 200.000
10. Dra. Maria Halide Rp. 140.000.000 Rp. 3.500.000
11. Sudirman Rp. 1.280.000 Rp. 32.000
12. Muh. Basir Rp. 10.000.000 Rp. 250.000
13. Hj. Husnah Rp. 8.000.000 Rp. 200.000
14. - Rp. 4.000.000 Rp. 100.000
15. - Rp. 12.000.000 Rp. 300.000
Jumlah Rp.1.978.400.000 Rp. 49.460.000
Sumber data: Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan,
tanggal 14 Juni 2011.
Pelaksanaan zakat profesi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan
baik karena telah disosialisasi kepada masyarakat berserta lembaga yang dilakukan
dengan metode yang bervariatif, dan hasilnya sudah mulai meningkat. Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) mulai dibentuk di beberapa lembaga/dinas/instansi
kemudian diberi batasan tiap bulan untuk menyetor zakat profesinya Badan Amil
Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga unit kerja yang sudah membentuk
UPZ tentunya yang diharapkan dapat melakukan kegiatan penarikan, atau
pengumpulan zakat profesi karyawan/karyawati muslim dalam lingkungan unit
kerjanya. Hasil pungutan zakat profesi tersebut yang akan di transferkan ke rekening
Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Kemajuan yang seperti ini
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diupayakan tindak lanjutnya hingga sekarang dan yang akan datang, dalam rangka
pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat
profesi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan dan ceramah umum
2. Penyebaran leaflet atau selebaran
3. Pemberian instruksi oleh Gubernur/pemerintah daerah
4. Pemberitaan lewat media elektronik dan media cetak
Sosialisasi zakat profesi dilakukan secara intensif kepada masyarakat melalui
berbagai cara, seperti pengajian, khutbah jumat, kuliah Ramadhan, penyuluhan,
pemasangan spanduk, pengiriman surat edaran, dan sebagainya. Pengurus Badan Amil
Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat
dalam hal pelaksanaan zakat profesi. Mereka secara langsung turun ke lapangan mengajak
masyarakat berzakat dan memberikan teladan langsung dengan terlebih dahulu
menjadi muzaki.
Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan terus membaik dari tahun ke
tahun dan memperoleh pengakuan dan penghargaan sebagian pihak. Untuk melihat
bagaimana pengumpulan, pendayagunaan dan usaha transparansi yang dipraktikkan
Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, berikut dipaparkan mekanisme
penggelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ. Mekanisme ini berawal dari
penetapan target dan penyusunan program kerja yang akan dilakukan tahun depan,
kemudian pelaksanaan program kerja dengan pembinaan dan pengawasan, dan
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pelaksanaan evaluasi yang dihasilkan menjadi bahan untuk penetapan target dan
penyusunan program kerja di tahun berikutnya.
Secara rinci urutan kegiatan pengelolaan zakat profesi di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.
1. Setiap awal tahun Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target
pengumpulan zakat profesi dan startegi prioritas pendayagunaannya. Berdasarkan
target dan strategi tersebut, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menyusun
rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam
pelaksanaannya.
2. Pada tahap berikutnya, rencana dan program kerja ini disampaikan kepada badan
pembina untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh restu Badan Pembina,
ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan dan
menjelaskan rencana dan program kerja kepada seluruh aparat di jajaran BAZ,
untuk pelaksanaan lebih lanjut.
3. Selanjutnya, membentuk Unit  Pengumpul Zakat (UPZ). Unit-unit operasional
(UPZ) yang telah dibentuk melaksanakan rencana dan program yang telah
ditetapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut, di tingkat UPZ diberikan
kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan zakat




4. Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan dan dilaporkan secara berkala kepada
Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi
Sulawesi Selatan, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian
menyimpan hasil pengumpulan zakat profesi di bank yang telah ditunjuk dan
melaporkan penyimpanan tersebut kepada Gubernur melalui Badan Pembina.
Mekanisme penyaluran dan pendayagunaan dana zakat profesi selanjutnya
dikelola dengan mekanisme kerja sebagai berikut: dalam rangka penyaluran dan
pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi
Selatan menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat profesi yang
berasal dari para mustahik yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi,
kabupaten, kecamatan, kelurahan, serta unit/satuan kerja.
Merumuskan strategi kebijaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat
profesi untuk tahun bersangkutan, guna memperoleh penetapan lebih lanjut.
Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan pengurus BAZ Provinsi Sulawesi Selatan, ketua BAZ Badan
Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan
tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat profesi serta
menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya di setiap bulan




Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan zakat profesi yang telah
terkumpul dari para muzakki dan disalurkan dalam bentuk:
1. Konsumtif
Dalam hal terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Konsumtif Tradisonal.
Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi
sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir
miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para
muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan
pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka
pendek dalam mengatasi permasalahan ummat.
b. Konsumtif Kreatif.
Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk
membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi
yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan
beasiswa untuk para pelajar, kesehatan, bantuan sarana ibadah seperti sarung
dan mukena, bantuan alat-alat pertanian seperti cangkul, gerobak jualan untuk
pedagang kecil dsb.
2. Produktif
Dalam hal terbagi menjadi dua, yaitu:
a. produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang
produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan
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sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha
atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
b. produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang
dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek  maupun untuk
membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.
3. Kesehatan
Dalam kategori ini penyaluran yang diberikan maksudnya dalam bentuk pelayanan
kesehatan gratis berupa: pemeriksaan kehamilan, persalinan 24 jam, perawatan
setelah melahirkan, imunisasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB).
4. Pendidikan
Dalam kategori ini penyaluran yang diberikan maksudnya dalam bentuk alat-alat
sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
Table II
Distribusi Frekuensi Pendayagunaan Zakat




Rp % Rp % Rp %
1 Konsumtif 57.500.000 12 700.195.989 34 349.954.156 33
2 Poduktif 479.080.000 88 32.100.000 66 137.400.000 67
Jumlah 536.580.000 100 732.295.989 100 487.354.156 100




Tabel 2 menunjukkan dari Rp. 536.580.000 atau 100% dana zakat yang
terkumpul pada tahun 2008, sebesar Rp. 57.500.000 atau 12% didayagunakan
untuk zakat konsumtif dan Rp. 479.080.000 atau 88% yang didayagunakan untuk
zakat produktif, pada tahun 2009 dari Rp. 732.295.989 atau 100% terdapat Rp .
700.195.989 atau 34% yang didayagunakan untuk zakat yang konsumtif dan Rp. Rp.
32.100.000 atau 66% yang didayagunakan untuk zakat yang produktif, pada tahun
2010 dari Rp. 487.354.156 atau 100% terdapat Rp. 349.954.156 atau 33% yang
didayagunakan untuk zakat yang konsumtif dan Rp. 137.400.000 atau 67% yang
didayagunakan untuk zakat produktif.
Tabel III
Distribusi Frekuensi Pendistribusian Pendayagunaan Zakat Konsumtif




Rp % Rp % Rp %
1 Pembagian sembako 57.500.000 45 100.000.000 20 40.000.000 25
2 Renovasi kantor BAZ 13.768.125 10 600.195.989 60 234.794.156 50
3 Sosial 57.500.000 45 100.000.000 20 40.000.000 25
Jumlah 128.768.125 100 800.195.989 100 315.794.156 100
Sumber Data: Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal
15 Agustusi 2011.
Tabel 3 pada tahun 2008 menunjukkan dari Rp 128.768.125 atau 100% jumlah Zakat
konsumtif yang dialokasikan untuk Pembagian sembako sebesar Rp. 57.500.000atau 45%,
Renovasi kantor BAZ sebesar Rp.13.768.125 atau 10% dan sosial sebanyak Rp.57.500.000
atau 45%, Pada tahun 2009 menunjukkan dari Rp. 800.195.989 atau 100% jumlah zakat
konsumtif yang dialokasikan untuk Pembagian sembako sebesar Rp. 100.000.000atau 20%,
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Renovasi kantor BAZ sebesar Rp. 600.195.989 atau 60%, dan sosial sebanyak Rp.
100.000.000 atau 20%, Pada tahun 2010 menunjukkan dari Rp. 315.794.156 atau 100%
jumlah zakat konsumtif yang dialokasikan untuk Pembagian sembako sebesar Rp. 40.000.000
atau 25%, Renovasi kantor BAZ sebesar Rp. 234.794.156 atau 50%, dan sosial sebanyak Rp.
40.000.000 atau 25%.
Tabel IV
Distribusi Frekuensi Pendistribusian Pendayagunaan Zakat Produktif




Rp % Rp % Rp %
1 Modal kerja 289.400.000 80 5. 000. 000 75 59. 400. 000 70
2 Kursus menjahit 7.000.000 20 7. 500. 000 25 10.000.000 30
Jumlah 296.400.000 100 12.500.000 100 69.400.000 100
Sumber Data: Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal
15 Agustusi 2011.
Tabel 4 pada tahun 2008 menunjukkan dari Rp 296.400.000 atau 100% jumlah Zakat
produktif yang dialokasikan untuk Modal kerja sebesar Rp. 289.400.000 atau 00%, Kursus
menjahit sebesar Rp. 7.000.000 atau 20%, pada tahun 2009 menunjukkan dari
Rp12.500.000 atau 100% jumlah zakat produktif yang dialokasikan untuk Modal kerja
sebesar Rp. 5. 000. 000 atau 75%, Kursus menjahit sebesar Rp. 7. 500. 000 atau 25%, Pada
tahun 2010 menunjukkan dari Rp.69.400.000 atau 100% jumlah zakat produktif yang
dialokasikan untuk Kursus menjahit sebesar Rp. 59. 400. 000 atau 70%, Kursus menjahit




Distribusi Frekuensi Pendistribusian Pendayagunaan Zakat
pada Badan Amil Zakat Provinsi Sul-Sel Tahun 2008 – 2010
no Distribusi
Tahun
2008 2009 2010 jumlah
1 Kesehatan Rp. 27.536.250 Rp.139.760.176 Rp.148.167.168 Rp.315.463.594
2 pendidikan Rp.13.768.125 Rp.69.880.088 Rp.74.083.584 Rp.157.731.797
Sumber Data: Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal
15 Agustusi 2011.
Tabel 5 Menunjukkan jumlah keseluruhan dana zakat kesehatan yang
dialokasikan, sebesar Rp.315.463.594, dari tahun 2008 dialokasikan untuk zakat
kesehatan, sebesar 27.536.250, dari tahun 2009 dialokasikan untuk zakat kesehatan,
sebesar Rp. 139.760.176, dan dari tahun 2010 dialokasikan zakat kesehatan, sebesar
Rp. 148.167.168. kemudian jumlah dana zakat pendidikan yang dialokasikan, sebesar
Rp. 157.731.797, dari tahun 2008 dialokasikan zakat pendidikan, sebesar Rp.
13.768.125, dari tahun 2009 dialokasikan zakat kesehatan, sebesar Rp. 139.760.176.
dan dari tahun 2010 dialokasikan, sebesar Rp. 74.083.584.
Kemudian yang berhak menerima zakat dari Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi
Selatan adalah para mustahik yang telah disebutkan dalam QS : At-Taubah ayat 60, yaitu ada
delapan golongan (asnaf) adalah sebagai berikut :
1. Fakir Miskin, adalah mustahiq yang mempunyai dua kelemahan:
(a) kelemahan dalam bidang fisik, (b) kelemahan dalam bidang harta benda.
Penyerahan bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin atau melalui badan
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pengelola, sedangkan mengenai pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif bisa
produktif.
2. Amil, adalah orang yang menyibukkan dan   mengabdikan dirinya untuk
kepentingan umat Islam untuk mengumpulkan dana zakat, besarnya dana zakat
yang dipakai disesuaikan dengan berat ringannya kerja mereka. Yusuf Qardhawi
memberikan batasan yang rinci tentang amil yaitu semua orang yang terlibat atau
ikut aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul,
pembagi, bendaharawan, sekretaris dan sebagainya.
3. Muallaf. Pada umumnya dipahami dengan orang lain yang baru masuk Islam,
namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam muallaf yang
diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan
dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam. Orang Islam,
terdiri dari pemula muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih
lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, muslim yang berada
didaerah musuh.
4. Riqab, artinya adalah budak. Dana zakat diperuntukkan bagi budak yang masuk
islam untuk mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai manusia.
5. Gharim (orang berhutang). Beberapa pendapat membedakan kepada dua
kelompok, yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan
orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain.
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6. Sabilillah. Pada awal Islam dipahami dengan jihad fisabilillah, namun dalam
perkembangannya sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup
semua program dan kegiatan yang memberikan kemashlahatan pada umat.
7. Ibnu Sabil. Kelompok ini sering di pahami sebagai orang yang kehabisan biaya di
perjalanan. Tujuan pemberian zakatnya adalah untuk mengatasi ketelantaran
sementara. Pemberian zakat pada kelompok ini bukan hanya untuk keperluan
musafir yang kehabisan bekal melainkan juga untuk keperluan para pengungsi
baik karena dari lingkungan atau bencana alam .
Pada bagian ini akan dibahas tentang besar distribusi zakat yang disalurkan
oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi kepada delapan golongan (asnaf).
Tabel VI
Distribusi Frekuensi Pendistribusian Zakat Kepada Mustahiq




Org Rp Org Rp Org Rp
1 Fakir 575 12.800.200 575 30.467.000 575 9.210.738
2 Miskin 425 12.230.000 425 20.533.000 425 6.157.788
3 Amil 5 8.109.115 5 20.533.000 5 5.031.474
4 Muallaf 12 5.440.166 9 4.866.500 7 3.884.428
5 Hamba Sahaya 9 5.277.957 5 2.750.000 6 3.742.735
6 Gharim 21 4.392.086 10 4.250.000 29 5.522.918
7 Sabilillah 57 7.750.000 110 16.100.500 45 4.193.491
8 Ibnu Sabil 7 1.500.476 3 500.000 11 2.256.428
Jumlah 1111 57.500.000 1924 100.000.000 1103 40.000.000




Tabel 6 menunjukkan Dari 1111 orang pada tahun 2008 yang menerima zakat (mustahiq) di
Dompet Dhuafa fakir sebanyak 575 orang (Rp.12.800.200) miskin sebanyak 425 orang
(Rp.12.230.000), Amil sebanyak 5 orang (Rp.8.109.115), Muallfaf sebanyak 12 orang
(Rp.5.440.166), Hamba Sahaya sebanyak 9 orang (Rp.5.277.957), Gharim sebanyak 21 orang
(Rp.4.392.086), Sabilillah sebanyak 57 orang (Rp.7.750.000), Ibnu Sabil sebanyak  7 orang
(Rp.1.500.476), pada tahun 2009 menunjukkan 1924 orang yang menerima zakat (mustahiq)
yang terdiri dari fakir sebanyak 575 orang (Rp.30.467.000) miskin sebanyak 425 orang
(Rp.20.533.000), Amil sebanyak 5 orang (Rp.20.533.000), Muallaf sebanyak 9 orang
(Rp.4.866.500), Hamba Sahaya sebanyak 5 orang (Rp.2.750.000), Gharim sebanyak 10 orang
(Rp.4.250.000) , Sabilillah sebanyak 110 orang (Rp.16.100.500), Ibnu Sabil sebanyak 3 orang
(Rp.500.000), pada tahun 2010 menunjukkan 1103 orang yang menerima zakat (mustahiq)
yang terdiri dari fakir sebanyak 575 orang (Rp.9.210.738) miskin sebanyak 425
(Rp.6.157.788), Amil sebanyak 5 orang (Rp.5.031.474), Muallfaf sebanyak 7 orang
(Rp.3.884.428), Hamba Sahaya sebanyak 6 orang (Rp.3.742.735), Gharim sebanyak 29 orang
(Rp.5.522.918), Sabilillah sebanyak 45 orang (Rp.4.193.491), Ibnu Sabil sebanyak 11 orang
(Rp.2.256.428).
Inilah distribusi Zakat yang disalurkan kepada delapan golongan (Asnaf). Dari
sini terlihat pelaksanaan kerja BAZ provinsi Sulawesi Selatan yang teratur, dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan kembali lagi ke perencanaan.
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a. Data jumlah muzakki zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi
Sulawesi Selatan pada tahun 2008-2010.
Menurut peraturan perundang-undangan No. 38 tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan muzakki adalah orang atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat wajib zakat
profesi antara lain:
1. Beragama Islam
2. Bukan budak atau merdeka
3. Memiliki nisab (standar minimal pada hartanya)
Sedangkan syarat harta wajib zakat antara lain:
1. Kepemilikan penuh (milik sendiri)
2. Berpotensi untuk berkembang
3. Bebas dari hutang konsumtif yang jatuh tempo
4. Berasal dari penghasilan yang halal
5. Cukup nisab (jumlahnya)
6. Cukup haul (telah berjalan selama 1 tahun hijriyah)
Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rasmudin sebagai Kepala
Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 13
Juni 2011 yang bertempat di Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Sulawesi Selatan,
beliau menjelaskan bahwa perkembangan zakat profesi terkait dengan data para
muzakki dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah. Dimana pada tahun
2001 jumlah muzakki yaitu 15 orang, pada tahun 2002 berjumlah 20 orang, pada
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tahun 2003 berjumlah 21 orang, pada tahun 2004 berjumlah 34 orang, pada tahun
2005 berjumlah 34 orang, pada tahun 2006 berjumlah 35 orang, pada tahun 2007
berjumlah 38 orang, pada tahun 2008 berjumlah 27 orang, pada tahun 2009 berjumlah
30 orang, dan pada tahun 2010 berjumlah 49 orang. Dari data yang diambil dari
Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi tersebut, terdapat penurunan jumlah
muzakki yaitu pada tahun 2007 ke 2008, dimana tahun 2007 jumlah muzakki yang
terdata sebanyak 38 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2008 dengan selisih
11 orang, yaitu sebanyak 27 orang. Penurunan jumlah ini di sebabkan oleh
penghasilan/gaji yang diperoleh calon muzakki belum mencukupi nisab.
1) Daftar Nama Muzakki Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2008.
Tabel VII






1 Drs. H. A. Tjonneng. M Rp. 120.000.000 Rp. 3.000.000
2. Drs. H. A. Salipolo P Rp. 10.000.000 Rp. 250.000
3. Ny. Hj. Noorhayati Wirio Pranoto Rp. 120.000.000 Rp. 3.000.000
4. dr. H. Hasanuddin Ishak, MSc. Ph.D Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
5. Dra. Maria Halide Rp. 100.000.000 Rp. 2.500.000
6. Drs. Taslim H. Arifin Rp. 400.000.000 Rp. 10.000.000
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7. Alamsyah Ambo Ala Husain Rp. 100.000.000 Rp. 2.500.000
8. Sudirman Sanusi Rp. 61.480.000 Rp. 1.537.045
9. Ny. Asni Zulfikar Rp. 20.000.000 Rp. 500.000
10. Halmar Halide Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
11. Budiamin Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
12. Dispenda Sul-Sel Rp. 4.020.936.000 Rp. 100.523.400
13. Biro perlengkapan Sul-Sel Rp. 200.920.000 Rp. 5.023.000
14. Bapeda Rp. 332.400.000 Rp. 8.310.000
15. BPM Sul-Sel Rp. 120.400.000 Rp. 3.010.000
16. Bakorwil II Watampone Rp. 22.660.000 Rp. 566.500
17. H. A. Muallim, SH, MS. Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
18. Dr. Syafruddin Gaus Rp. 100.000.000 Rp. 2.500.000
19. Dian Ang Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
20. Bank Sul-Sel Rp. 6.997.640.000 Rp. 174.941.000
21. - Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
22. Arsip Nasional Rp. 373.920.000 Rp. 9.348.000
23. Diknas/Nasir Masud Rp. 25.600.000 Rp. 640.000
24. Djafri Rp. 100.000.000 Rp. 2.500.000
25. BPPMD Provinsi Sul-Sel Rp. 311.160.000 Rp. 7.779.000
26. Dwi Joko Purnomo Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
27. Rifaedah Rp. 8.000.000 Rp. 200.000
Jumlah Rp.14.035.116.000 Rp. 350.877.900
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Sumber data: Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan,
tanggal 14 Juni 2011.
Dari tabel 7 di atas diperoleh data muzakki pada tahun 2008 yang berjumlah
27 orang muzakki . Dari daftar 27 muzakki tersebut ada beberapa yang menyetor
zakat profesi atas nama pribadi dan beberapa atas nama lembaga/instansi. Beberapa
muzakki yang menyetor zakat profesi mengatasnamakan lembaga/instansi adalah
Bank Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 174.941.000, Dispenda Sulawesi Selatan
sebanyak Rp. 100.523.400, Bappeda sebanyak Rp. 8.310.000, Arsip Nasional
sebanyak Rp. 9.348.000, BPPMD Provinsi Sulawesi Selatan Rp. 7.779.000, Biro
Perlengkapan Sulawesi   Selatan sebanyak Rp. 5.023.000, Diknas/Nasir Masud
sebanyak Rp. 640.000, Bakorwil II Watampone sebanyak Rp. 566.500.
Sedangkan yang menyetor atas nama pribadi adalah H. A. Muallim, SH, M.,
Dwi Joko Purnomo, dan Halmar Halide masing-masing menyetor zakat profesi
dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 5.000.000 dari gaji mereka pertahunnya sebesar
Rp. 200.000.000. Drs. H. A. Tjonneng. M. dan Ny. Hj. Noorhayati Wirio Pranoto
masing-masing menyetor zakat profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 3.000.000
dari gaji mereka pertahunnya sebesar Rp. 120.000.000 per tahunnya. Dr. H.
Hasanuddin Ishak, MSc. Ph.D., Budiamin, Dian Ang, Rifaedah masing-masing
menyetor zakat profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 2.000.000 dari gaji
mereka pertahunnya sebesar Rp. 80.000.000. Ny. Asni Zulfikar menyetor zakat
sebanyak Rp. 500.000 dari gaji pertahunnya sebesar Rp. 20.000.000, Drs. H. A.
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Salipolo P menyetor zakat sebanyak Rp. 250.000 dari gaji pertahunnya sebesar Rp.
10.000.000, dan Drs. Taslim H. Arifin menyetor zakat sebanyak Rp.10.000.000 dari
gaji pertahunnya sebesar Rp. 400.000.000.
Jumlah besaran zakat profesi yang wajib dibayarkan oleh para muzakki adalah
2,5% dari total penghasilannya atau 2,5 % dari gaji/penghasilan setelah dikurangi
dengan kebutuhan pokok.
2) Daftar Nama Muzakki Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2009
Tabel VIII






1 Pemda Prov.Sulsel Rp. 6.000.000.000 Rp. 150.000.000
2. Dispenda Rp. 2.641.040.000 Rp. 66.026.000
3. BPM Rp. 198.960.000 Rp. 4.974.000
4. Bank Sul-Sel Rp. 8.160.000.000 Rp. 204.000.000
5. BPPMD Rp. 63.800.000 Rp. 1.595.000
6. Biro perlengkapan Rp. 204.700.000 Rp. 5.117.500
7. Drs. H. A. Tjonneng. M Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
8. Abdul Adim Rp. 24.000.000 Rp. 600.000
9. M. Sidik Salam Rp. 20.000.000 Rp. 500.000
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10. Abd. Razak Thaha Rp. 160.000.000 Rp. 4.000.000
11. Kella P Rp. 1.700.000 Rp. 42.500
12. Endang Roswiyani Rp. 20.000.000 Rp. 500.000
13. Dr. Aminuddin Lampo Rp. 122.000.000 Rp. 3.050.000
14. Darmawan Saewadi Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
15. Ikbal Ismail Rp. 10.000.000 Rp. 250.000
16. Ruslan Rahim Rp. 20.000.000 Rp. 500.000
17. Alamsyah Ambo Ali Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
18. Ir. Agus Arifin Nugman Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
19. Yakub Rp. 132.000.000 Rp. 3.300.000
20. Andi Nur Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
21. Emira Mayassir Rp. 4.000.000 Rp. 100.000
22. Dr. Emma Rp. 60.000.000 Rp. 1.500.000
23. Dr. Hasanuddin Ishaq, Phd. Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
24. Nuhun Ahmad Rp. 348.000.000 Rp. 8.700.000
25. Andi Sastri Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
26. Taslim Arifin Rp. 600.000.000 Rp. 15.000.000
27. Ruliana Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
28. Joko Ariyanto Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
29. H. A. Yaksan Hamzah Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
30. Rajim Yunus Rp. 20.000.000 Rp. 500.000
Jumlah Rp. 19.810.200.000 Rp. 558.415.000
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Sumber data: Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan,
tanggal 14 Juni 2011.
Dari tabel 8 di atas diperoleh data muzakki pada tahun 2009 yang berjumlah
30 orang muzakki . Dari daftar 30 muzakki tersebut ada beberapa yang menyetor
zakat profesi atas nama pribadi dan beberapa atas nama lembaga/instansi. Beberapa
muzakki yang menyetor zakat profesi mengatasnamakan lembaga/instansi adalah
Bank Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 204.000.000, Dispenda Sulawesi Selatan
sebanyak Rp. 100.523.400, Bappeda sebanyak Rp. 66.026.000, Bantuan Operasional
Pemda Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 150.000.000, BPPMD Provinsi
Sulawesi Selatan Rp. 1.595.000, Biro Perlengkapan Sulawesi Selatan sebanyak Rp.
5.117.500, BPM sebanyak Rp. 4.974.000.
Sedangkan yang menyetor atas nama pribadi adalah Drs. H. A. Tjonneng. M.,
Alamsyah Ambo Ali, dan Ir. Agus Arifin Nugman masing-masing menyetor zakat
profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 5.000.000 dari gaji mereka pertahunnya
sebesar Rp. 200.000.000; Darmawan Saewadi, Andi Nur, dan H. A. Yaksan Hamzah
masing-masing menyetor zakat profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 2.000.000
dari gaji mereka sebesar Rp. 80.000.000 per tahunnya; dr. H. Hasanuddin Ishak,
MSc. Ph.D., Andi Sastri, Ruliana, dan Joko Ariyanto masing-masing menyetor zakat
profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 dari gaji mereka pertahunnya
sebesar Rp. 40.000.000; Endang Roswiyani, Ruslan Rahim , dan Rajim Yunus
masing-masing menyetor zakat profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 500.000
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dari gaji mereka pertahunnya sebesar Rp. 20.000.000; Taslim Arifin menyetor zakat
profesi sebanyak Rp. 15.000.000 dari gaji pertahunnya sebesar Rp. 600.000.000;
Nuhun Ahmad menyetor zakat sebanyak Rp. 8.700.000 dari gaji pertahunnya sebesar
Rp. 348.000.000; Abd. Razak Thaha menyetor zakat sebanyak Rp. 4.000.000 dari
gaji pertahunnya sebesar Rp. 160.000.000; Yakub menyetor zakat sebanyak Rp.
3.300.000 dari gaji pertahunnya sebesar Rp. 132.000.000;  Dr. Aminuddin Lampo
menyetor zakat sebanyak Rp. 3.050.000 dari gaji pertahunnya sebesar Rp.
122.000.000; Dr. Emma menyetor zakat sebanyak Rp. 1.500.000 dari gaji
pertahunnya sebesar Rp. 60.000.000; Emira Mayassir menyetor zakat sebanyak Rp.
100.000 gaji pertahunnya sebesar Rp. 4.000.000.
Jumlah besaran zakat profesi yang wajib dibayarkan oleh para muzakki adalah
2,5% dari total penghasilannya atau 2,5 % dari gaji/penghasilan setelah dikurangi
dengan kebutuhan pokok.
3) Data Nama Muzakki Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2010.
Tabel IX






1 Bantuan Oprasional Pemda Sul-Sel Rp. 6.000.000.000 Rp. 150.000.000
2. Biro Perlengkapan Rp. 150.000.000 Rp. 3.750.000
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3. Dispenda Rp. 4.896.000.000 Rp. 122.400.000
4. Sahrul Ramadhan Rp. 13.200.000 Rp. 330.000
5. dr. Hasanuddin, P.Hd Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
6. Prof. A. Razak Thaha Rp. 146.000.000 Rp. 3.650.000
7. UPZ Bank Sul-Sel Rp. 7.480.000.000 Rp. 187.000.000
8. Drs. H. A. Salipolo Rp. 20.000.000 Rp. 500.000
9. Ir. Aan Farhan Lukman, MBA. Rp. 10.000.000 Rp. 250.000
10. Dr. H. Syahrul YL, SH, M.Si, MH. Rp. 800.000.000 Rp. 20.000.000
11. Budiamin Rp. 120.000.000 Rp. 3.000.000
12. Sohrah Rp. 36.000.000 Rp. 900.000
13. Ikbal Ismail Rp. 10.000.000 Rp. 250.000
14. H. Mustari Soba, SH, M.Hi. Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
15. Drs. H. Syafiuddin Makka Rp. 20.000.000 Rp. 500.000
16. Indira Aisyah Wetenripada Rp. 2.400.000.000 Rp. 60.000.000
17. Heryanto Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
18. dr. Alamsyah Ambo Ala Husain Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
19. Fia Rp. 21.200.000 Rp. 530.000
20. UPZ Sekwan Korpri Rp. 49.360.000 Rp. 1.234.000
21. Samsurya Jaya Rp. 66.000.000 Rp. 1.650.000
22. Prof. Rahim Yunus Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
23. H. A. Muallim, SH Rp. 400.000.000 Rp. 10.000.000
24. Ir. M. Kasim Ali Rp. 16.000.000 Rp. 400.000
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25. Dra. Hj. Tja Tjambolang Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
26. RSU Labuang Baji Rp. 68.000.000 Rp. 1.700.000
27. UPZ B.Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 376.800.000 Rp. 9.420.000
28. Hj. Humaedah Tjoneng Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
29. H. Muhammad Ahmad Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
30. Abd. Karim Gili Rp. 80.000.000 Rp. 2.000.000
31. A. Arifuddin Djuanna Rp. 600.000.000 Rp. 15.000.000
32. Armandsyah Arifuddin Rp. 400.000.000 Rp. 10.000.000
33. Abd. Adin Cigo Rp. 12.000.000 Rp. 300.000
34. A. Zulkifli Rp. 54.000.000 Rp. 1.350.000
35. Drs. Taslim Arifin Rp. 200.000.000 Rp. 5.000.000
36. Muh. Rizaldi Nasri Rp. 4.000.000 Rp. 100.000
37. Drs. H.A. Tjonneng Mallombassang Rp. 540.000.000 Rp. 13.500.000
38. dr. A. Sastri Rp. 67.500.000 Rp. 1.687.500
39. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si. Rp. 60.000.000 Rp. 1.500.000
40. Badan Diklat Prov. Sul-Sel Rp. 9.260.000 Rp. 231.500
41. Peserta Diklat Ang. I Sul-Sel Rp. 120.000.000 Rp. 3.000.000
42. Usman Zakaria Rp. 4.000.000 Rp. 100.000
43. Budi Raharjo Rp. 40.000.000 Rp. 1.000.000
44. Efenddi, SH. Rp. 8.000.000 Rp. 200.000
45. Muh. Gazali Rp. 10.000.000 Rp. 250.000
46. St. Nurul Amelia/CV.Kurnia Anak Negeri Ina Rp. 20.000.000 Rp. 500.000
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47. Hesti Amelia W Rp. 16.000.000 Rp. 400.000
48. M. Alham Djabar Rp. 14.000.000 Rp. 350.000
49. Dr. Abduk Karim Salili Rp. 680.000.000 Rp. 17.300.000
Jumlah Rp.76.757.320.000 Rp. 668.933.000
Sumber data: Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan,
tanggal 14 Juni 2011.
Dari tabel 9 di atas diperoleh data muzakki pada tahun 2010 yang berjumlah
49 orang muzakki . Dari daftar 49 muzakki tersebut ada beberapa yang menyetor
zakat profesi atas nama pribadi dan beberapa atas nama lembaga/instansi. Beberapa
muzakki yang menyetor zakat profesi mengatasnamakan lembaga/instansi adalah
UPZ Bank Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 187.000.000, Dispenda Sulawesi Selatan
sebanyak Rp. 122.400.000, Bantuan Operasional Pemda Provinsi Sulawesi Selatan
sebanyak Rp. 150.000.000, Biro Perlengkapan Sulawesi Selatan sebanyak Rp.
3.750.000, UPZ B.Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak Rp. 9.420.000, Peserta
Diklat Ang. I Sul-Sel sebanyak Rp. 3.000.000, RSU Labuang Baji sebanyak Rp.
1.700.000, Badan Diklat Prov. Sul-Sel sebanyak Rp. 231.500, UPZ Sekwan Korpri
sebanyak Rp. 1.234.000.
Sedangkan yang menyetor atas nama pribadi adalah H. A. Muallim, SH, dan
Armandsyah Arifuddin masing-masing menyetor zakat profesi dengan jumlah yang
sama yaitu Rp. 10.000.000 dari gaji mereka sebesar Rp. 400.000.000 per tahunnya;
H. Mustari Soba, SH, M.Hi., Drs. Taslim Arifin, dan dr. Alamsyah Ambo Ala
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Husain, masing-masing menyetor zakat profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp.
5.000.000 dari gaji mereka pertahunnya sebesar Rp. 200.000.000; dr. Hasanuddin,
P.Hd, Heryanto, dan Abd. Karim Gili masing-masing menyetor zakat profesi dengan
jumlah yang sama yaitu Rp. 2.000.000 dari gaji mereka pertahunnya sebesar Rp.
80.000.000; Prof. Rahim Yunus, Dra. Hj. Tja Tjambolang, Budi Raharjo, H.
Muhammad Ahmad dan Hj.  Humaedah Tjoneng masing-masing menyetor zakat
profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 dari gaji mereka pertahunnya
sebesar Rp. 40.000.000; Muh. Rizaldi  Nasri, dan Usman Zakaria masing-masing
menyetor zakat profesi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 100.000 dari gaji mereka
pertahunnya sebesar Rp. 4.000.000; Indira Aisyah Wetenripada menyetor zakat
profesi sebanyak Rp. 60.000.000 dari gaji pertahunnya sebesar Rp. 2.400.000.000;
Dr. H. Syahrul YL, SH, M.Si, MH. menyetor zakat sebanyak Rp. 20.000.000 dari gaji
pertahunnya sebesar Rp. 800.000.000; A. Arifuddin Djuanna menyetor zakat
sebanyak Rp. 15.000.000 dari gaji pertahunnya sebesar Rp. 600.000.000; Drs. H.A.
Tjonneng Mallombassang menyetor zakat sebanyak Rp. 13.500.000 dari gaji
pertahunnya sebesar Rp. 540.000.000; Prof. A. Razak Thaha menyetor zakat
sebanyak Rp. 3.650.000 dari gaji pertahunnya sebesar Rp. 146.000.000; Dr. Abduk
Karim Salili menyetor zakat sebanyak Rp. 17.300.000 dari gaji pertahunnya sebesar
Rp. 680.000.000; dr. A. Sastri menyetor zakat sebanyak Rp. 1.638.500 gaji
pertahunnya sebesar Rp. 67.500.000; Samsurya Jaya menyetor zakat sebanyak Rp.
1.650.000 gaji pertahunnya sebesar Rp. 66.000.000.
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Jumlah besaran zakat profesi yang wajib dibayarkan oleh para muzakki adalah
2,5% dari total penghasilannya atau 2,5 % dari gaji/penghasilan setelah dikurangi
dengan kebutuhan pokok dan bisa dikeluarkan secara langsung tampa ada
pemotongan.
b. Cara perhitungan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi
Sulawesi Selatan
Zakat penghasilan/zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap
pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun
bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal
yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Seorang muslim yang
mampu dalam ekonomi wajib membayar sebagian harta yang dimiliki kepada orang-
orang yang berhak menerimanya baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan
secara langsung / sendiri. Hukum zakat adalah wajib bila mampu secara finansial dan
telah mencapai batas minimal bayar zakat atau yang disebut nisab. Nisab merupakan
batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat.
Menurut nara sumber Bapak Rasmudin sebagai Ketua Sekretariat Badan Amil
Zakat Provinsi Sulawesi-Selatan, ada dua cara perhitungan zakat profesi yang di
terapkan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi-Selatan yaitu:
1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5 persen dari penghasilan kotor secara
langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil
bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh:  Seseorang dengan
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penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5
persen x 3.000.000 = Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5 persen dari gaji
setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh
mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan
Rp 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap
bulan, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5 persen x (1.500.000-1.000.000) =
Rp. 12.500 per bulan atau Rp 150.000 per tahun.
Berikut akan ditampilkan daftar nama 5 orang staf Dispenda yang menjadi
sampel contoh perhitungan zakat profesi dalam penelitian ini, yaitu:
Tabel X
Daftar Nama Staf Dispenda sebagai muzakki
No Nama NIP Jabatan Penghasilan/bulan
1. Fatmawati, S.IP. 19720430 199309 2 001 Staf Umum danKepegawaian Rp. 2.500.000
2. Ir. Asruddin, MM - Bag. Penertiban danPenegakan Hukum Rp. 3.600.000
3. Ahmad Yani 19661231 199103 1 064 Staf Keuangan Rp. 2.400.000
4. Abd.Halim Alaydrus, S.IP. 19601031 199403 1 005 Staf Dispenda Rp. 2.600.000
5. Zamsuddin Runtu - Ketua KoperasiDispenda Rp. 2.000.000
Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), tanggal 14 Juni 2011.
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Contoh perhitungan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ)
Provinsi Sulawesi Selatan
1) Fatmawati, S.IP.
Gaji tetap Rp. 2.500.000,-
Pendapatan lainnya Rp. 2.500.000,-
Pendapatan total Rp. 5.000.000,-
Kebutuhan pokok Rp. 4.000.000,-
Zakat profesinya = Rp. 5.000.000 – Rp. 4.000.000
= Rp. 1.000.000 x 2,5%
= Rp. 25.000/bulan atau Rp. 300.000/tahun
2) Ir. Asruddin, MM
Gaji tetap Rp. 3.600.000,-
Pendapatan lainnya Rp. 10.000.000,-
Pendapatan total Rp. 13.600.000,-
Kebutuhan pokok Rp. 6.600.000,-
Zakat profesinya = Rp. 13.600.000 – Rp. 6.600.000
= Rp. 7.000.000 x 2,5%
= Rp.175.000/bulan atau Rp.2.100.000/tahun
3) Ahmad Yani
Gaji tetap Rp. 2.400.000,-
Pendapatan lainnya Rp. -
Pendapatan total Rp. 2.400.000,-
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Kebutuhan pokok Rp. 2.000.000,-
Zakat profesinya = Rp. 2.400.000 – Rp. 2.000.000
= Rp. 400.000 x 2,5%
= Rp. 10.000/bulan atau Rp. 120.000/tahun
4) Abd.Halim Alaydrus, S.IP.
Gaji tetap Rp. 2.600.000,-
Pendapatan lainnya Rp. 1.000.000,-
Pendapatan total Rp. 3.600.000,-
Kebutuhan pokok Rp. 1.000.000,-
Zakat profesinya = Rp. 3.600.000 – Rp. 1.000.000
= Rp. 2.600.000 x 2,5%
= Rp. 65.000 /bulan atau Rp. 780.000/tahun
5) Zamsuddin Runtu
Gaji tetap Rp. 2.000.000,-
Pendapatan lainnya Rp. -
Pendapatan total Rp. 2.000.000,-
Kebutuhan pokok Rp. 1.000.000,-
Zakat profesinya = Rp. 2.000.000 – Rp. 1.000.000
= Rp. 1.000.000 x 2,5%
= Rp. 25.000/bulan atau Rp. 300.000/tahun
Dari contoh perhitungan zakat profesi diatas adalah cara perhitungan zakat
profesi yang dikeluarkan setiap bulan, dimana dihitung sesuai dengan penghasilan
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muzakki yang telah dipotong penghasilan dari kebutuhan pokoknya. Dari hasil
potongan tersebut dikali 2.5 % , jadi hasil perkalian tersebut nantinya yang akan
dikeluarkan zakat profesinya.
c. Kendala/hambatan dalam pengumpulan zakat profesi dan cara
penyelesaiannya
Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rasmudin sebagai Kepala
Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 13
Juni 2011 yang bertempat di Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Sulawesi Selatan,
beliau mengungkapkan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan
dalam pelaksanaan zakat profesi mengalami hambatan atau kendala, yaitu sebagai
berikut:
1. Masih banyak UPZ belum menyetor zakat profesi ke badan amil zakat provinsi
Sulawesi Selatan.
Yang menjadi terhambatnya pengumpulan zakat profesi dari UPZ ke BAZ
adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para UPZ tentang zakat profesi,
kurangnya sosialisasi Badan Amil Zakat kepada UPZ sehingga UPZ tidak
menyalurkan zakatnya secara efektif. Dalam Hal lain juga dikarenakan belum
efektifnya fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan. UU No. 38 Tahun
1999 tentang Zakat, apabila dikaitkan dengan ayat surat At-Taubah ayat 103 masih
belum sempurna, karena UU zakat belum efektif dalam memberikan kewenangan
bagi pemerintah untuk pengumpulan zakat dari pihak muzakki secara tegas
sebagaimana peraturan pajak apabila tidak membayar pajak maka diberikan denda.
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Kelemahan UU No. 38 inilah yang hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat semata.
Secara regulasi indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yaitu
UU No. 38 tahun 1999 sayangnya belum efektifitas dari segi pengumpulan,
pengelolaan, dan pendayagunaan zakat. Hal inilah yang perluh diterapkan oleh badan
amil zakat (BAZ) provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatur pengelolaan zakat
Profesi yang mana bekerja sama dengan pemerintah agar supaya dari tahun ketahun
UPZ menyalurkan zakat profesinya ke Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi selatan
dengan lancar.
Hal inilah yang terlihat dari  segi pengumpulan zakat profesi yang masih
kurang dalam merealisasikan zakat profesinya kepada UPZ khususnya di provinsi
Sulawesi selatan yang mana masyarakatnya banyak   menggeluti suatu bidang
pekerjaan (profesi). Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya yaitu:
1. Kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah.
2. Pemahaman masyarakat tentang zakat profesi masih kurang.
3. Belum sempurnanya peraturan yang diatur pemerintahan antara lain terlihat dari
belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar zakat dalam peraturan
perundang-undangan.
Sejalan dengan dipaparkannya masalah atau hambatan atau kendala yang di
hadapi Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rasmudin
menuturkan bahwa solusi atau penyelesaian masalah terhadap hambatan atau kendala
dalam pelaksanaan zakat profesi adalah badan amil zakat harus melakukan sosialisasi
yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah, kepala SKDP, dan pengurus BAZ,
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untuk melakukan suatu perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam hal
pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi, baik
oleh segi peraturan pengelolaan zakat, UPZ-UPZ, maupun oleh Badan Amil Zakat
Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sehingga pembayaran zakat profesi oleh para
muzakki pada UPZ, ataupun penyetoran hasil pembayaran zakat profesi dari UPZ
kepada BAZ dapat terlaksana sesuai yang telah ditargetkan.
Jadi, fokus kita sebagai masyarakat maupun lembaga pemerintahan saat ini
adalah mempertegas Undang-Undang pengelolaan zakat profesi, memperbaiki
kualitas amil zakat serta membuat berbagai standar manajemen untuk panduan





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Pelaksanaan zakat profesi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan
lancar karena telah disosialisasi kepada masyarakat berserta lembaga/institut yang
dilakukan dengan metode yang bervariatif, dan hasilnya sudah mulai meningkat.
Hal ini dapat terlihat dari data para muzakki yang mengalami peningkatan tiap
tahunnya dari 2001 sampai 2010. Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi sulawesi
Selatan sudah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa
lembaga/dinas/instansi. Unit Pengumpul Zakat ini dibentuk sebagai kaki tangan
dari BAZ untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi yang kemudian
ditransferkan ke rekening BAZ Provinsi Sulawesi Selatan, bank ini diberi
kepercayaan untuk menyimpan   semua hasil pembayaran zakat profesi dan
kemudian bank akan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Gubernur melalui
Badan Pembina.
2. Yang menjadi masalah atau hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat (BAZ)
masih banyak UPZ yang terlambat bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul
ke badan amil zakat provinsi sulawesi selatan. Dan sebagai solusi untuk masalah
tersebut maka Badan Amil Zakat (BAZ) harus melakukan sosialisasi yang
melibatkan semua unsur seperti, pemerintah, kepala SKPD, pengurus badan amil
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zakat, dan lain-lain, dan perlunya perencanaan dan pengawasan yang maksimal
dalam hal pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat diperlukan untuk melakukan
evaluasi, baik oleh UPZ-UPZ maupun oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi
Selatan.
B. Saran
Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka hal yang
disarankan yaitu kita sebagai masyarakat maupun lembaga pemerintahan saat ini
lebih memberi perhatian yang maksimal dalam hal memperbaiki kualitas amil zakat
dan membuat berbagai standar manajemen untuk panduan pengelolaan dan
pengawasan kinerja UPZ maupun Badan Amil Zakat (BAZ).
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Lampiran
Hasil wawancara pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan Bapak
Rasmudin sebagai ketua Sekretariat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi-Selatan
(wawancara, tanggal 13 s/d 30 juli 2011).
1) Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan zakat profesi?
Jawaban: pendapatan yang diperoleh setiap bulan yang harus dikeluarkan
zakatnya 2.5%.
2) Apakah pada badan amil zakat provinsi sulawesi selatan suda menerapkan
zakat profesi?
Jawaban: ya
3) Sejak kapan badan amil zakat provinsi sulawesi selatan menerapkan zakat
profesi?
Jawaban: tahun 2001
4) Bagaimana cara perhitungan zakat profesi pada badan amil zakat provinsi
sulawesi selatan?
Jawaban: baz membentuk UPZ di tiap tingkat SKPD provinsi Sulawesi
selatan.
5) Apakah dalam pelaksanaan zakat profesi terdapat hambatan/kendala?
Jawaban: ya
6) Faktor apa saja yang menjadi hambatan oleh badan amil zakat provinsi
sulawesi selatan dalam melaksanakan zakat profesi?
Jawaban:
a. Belum efektifnya fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan
UPZ.
b. Masih banyak UPZ belum menyetor zakat yang terkumpul ke badan
amil zakat provinsi sulawesi selatan.
7) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan zakat
profesi?
Jawaban: badan amil zakat melakukan sosialisasi yang melibatkan semua
unsur: pemerintah, kepala SKPD, pengurus badan amil zakat.
8) Apakah ada batasan waktu untuk UPZ menyetor zakat profesi pada BAZ?
Jawaban : ya, setiap bulan zakat yang terkumpul di UPZ akan di transferkan
kerekening badan amil zakat provinsi Sulawesi selatan.
9) Menurut Bapak apa syarat-syarat untuk menjadi seorang Muzakki?
Jawaban : seorang yang mempunyai harta sudah mencapai nisab dan haul.
10) Apakah setiap tahun data para muzakki bertambah atau berkurang?
Jawaban : ya, bertambah
11) Kapan zakat profesi disalurkan pada mustahiq?
Jawaban : pada tiap bulan ramadhan atau di sesuaikan oleh program badan
amil zakat provinsi Sulawesi selatan.
12) Apakah dana zakat profesi yang terkumpul dari para muzakki akan
sepenuhnya disalurkan kepada para mustahiq?














Hasil wawancara selanjutnya adalah dengan beberapa muzakki pada Staf
Dispenda yang penentuan respondennya dengan tenik purposive sampling dan
snowball sampling (wawancara, tanggal 13 s/d 30 juli 2011).
1. Apakah Bapak/Ibu suda mengeluarkan zakat profesi selama bekerja?
Jawaban: semua responden mengatakan , ya.
2. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat profesi setiap bulan ketika
mendapatkan penghasilan atau diakhir tahun?
Jawaban: semua responden mengatakan ya, mereka mengeluarkan zakat
profesi setiap bulan.
3. Berapa gaji tetap Bapak/Ibu setiap bulan?
a. Responden 1 (fatmawati, S.IP)
Jawab: Rp. 2.500.000 per bulan
b. Responden 2 (Abd. Halim Alaydrus, S.IP
Jawab: Rp. 2.600.000 per bulan
c. Responden 3 (Ahmad Yani)
Jawab: Rp. 2.400.000 per bulan
d. Responden 4 (Ir. Asruddin, MM.)
Jawab: Rp. 3.600.000 per bulan
e. Responden 5 (Zamsuddin Runtu)
Jawab: Rp. 2.000.000 per bulan
4. Apakah Bapak/Ibu mempunyai penghasilan lain?
a. Responden 1 (Fatmawati S.IP)
Jawab: Tidak ada
b. Responden 2 (Abd. Halim Alaydrus, S.IP
Jawab: Ada
c. Responden 3 (Ahmad Yani)
Jawab: Tidak ada
d. Responden 4 (Ir. Asruddin, MM.)
Jawab: Ada
e. Responden 5 (Zamsuddin Runtu)
Jawab: Tidak ada
5. Berapa kebutuhan Bapak/Ibu dikeluarkan setiap bulan?
a. Responden 1 (fatmawati S.IP)
Jawab: Rp. 1.500.000
b. Responden 2 (Abd. Halim Alaydrus, S.IP
Jawab: Rp. 1.000.000
c. Responden 3 (Ahmad Yani)
Jawab: Rp. 2.000.000
d. Responden 4 (Ir. Asruddin, MM.)
Jawab: Rp. 3.000.000
e. Responden 5 (Zamsuddin Runtu)
Jawab: Rp. 1.000.000
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